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Sorotan

Pada 29 Desember 2015, PT PLN mengumum-
kan serangkaian penurunan harga untuk
koneksi listrik kelas tarif non-subsidi.

Pada 4 Januari 2016, CEO PT Pertamina, Dwi
Soetjipto, mengumumkan serangkaian penu-
runan harga bahan bakar. Perubahan harga
tersebut berlaku atas bahan bakar bersubsidi
dan non-subsidi.

Perubahan Harga Bahan Bakar 2016

Pada 4 Januari 2016, CEO PT Pertamina, Dwi Sucipto,
mengumumbkan serangkaian penurunan harga bahan ba-
kar. Perubahan harga tersebut diberlakukan atas bahan
bakar bersubsidi dan non-subsidi sebagai respon terha-
dap jatuhnya harga minyak internasional, penguatan nilai
rupiah, dan keputusan pemerintah untuk menunda pem-
bentukan Dana Ketahanan Energi yang dalam rencana
awal akan mulai dilaksanakan pada awal 2016 (KOMPAS,
2016).

Perubahan harga tersebut terjadi menyusul maraknya
diskusi publik terkait Dana Ketahanan Energi (DKE) yang
akan dibentuk. Pada 23 Desember lalu, Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, mengumum-
kan rencana pemerintah untuk menarik retribusi dari
bensin dan diesel bersubsidi mulai awal 2016 untuk
menghasilkan pemasukan untuk membiayai dana baru
tersebut. Pemerintah berencana menerapkan retribusi
sebesar Rp.200 per liter untuk bensin bersubsidi dan
Rp.300 per liter untuk diesel bersubsidi (Republika, 2015).
Rencana pemerintah untuk membentuk Dana Ketahanan
Energi sebenarnya telah dipersiapkan sepanjang 2015,
yang bertujuan utama untuk mendorong eksplorasi min-
yak dan gas dan mengembangkan sumber daya energi

menerbitkan briefing rutin tentang isu terkait subsidi energi. Untuk
informasi lebih lanjut, hubungi Lucky Lontoh di lucky.lontoh@iisd.org.

+  Pemerintah menegaskan kembali kebijakannya

untuk mengkaji harga bahan bakar domestik
secara rutin setiap tiga bulan sekali.

Rencana pemerintah untuk membentuk Dana
Ketahanan Energi menjadi bahan perdebatan
publik yang luas, khususnya terkait dasar hu-
kum pembentukannya.

terbarukan yang baru.

Menurut Sudirman Said, kerangka hukum yang men-
jadi landasan pembentukan DKE adalah UU Energi
N0.30/2007, yang menyatakan “Pengembangan dan
pemanfaatan hasil penelitian terkait energi baru dan
terbarukan dibiayai dari pendapatan negara yang
berasal dari energi tak terbarukan”. Namun, pernyataan
Sudirman Said tentang retribusi yang akan diterapkan
justru membuat Dana Ketahanan Energi menjadi bahan
perdebatan publik yang cukup luas, khususnya terkait
dasar hukum pelaksanaannya (KataData, 2015).

Komisaris Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi,
secara terbuka menyatakan bahwa landasan hukum
yang ada saat ini hanya merujuk pada operator hulu
dan tidak memberikan dasar hukum untuk menarik re-
tribusi pada harga eceran konsumen sebagaimana yang
ingin dilakukan pemerintah. Menurut Dalimi, pemben-
tukan dana tersebut memerlukan kebijakan tersendiri,
khususnya untuk mengatur cara pengumpulan dan
fungsi dana tersebut. Rinaldy Dalimi juga mengatakan
bahwa retribusi tersebut seharusnya diterapkan pada
seluruh produk bahan bakar fosil, bukan hanya pada
bahan bakar bersubsidi (CNN Indonesia, 2015).



No

Sementara itu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, berpendapat bahwa Dana
Ketahanan Energi akan berisiko menyebabkan misalokasi
pemasukan jika dana tersebut digabungkan ke dalam
pemasukan negara reguler, dan tidak terhubung secara
khusus dengan isu-isu keamanan energi. Namun pada
saat yang sama, Tulus Abadi juga mengakui perlunya
menciptakan disinsentif atas penggunaan bahan bakar
fosil dan menyarankan adanya kerangka kelembagaan
yang baik untuk dana tersebut, termasuk prosedur yang
jelas untuk mengelola dana tersebut, juga rencana yang
jelas tentang cara meningkatkan keamanan energi.

Tabel 1: Harga Bahan Bakar Bersubsidi di Indonesia
setelah 5 Januari 2016 (Rp per liter)

Bensin RON 88 “Pre-

mium” untuk Jawa- 7,400 7,050

Madura-Bali (USD 0.518) (USD 0.486)

Bensin RON 88 “Premi- 7300 £ 950

ot usbosiy | (usD o4se)
i if“Solar” 6,700 5,650

Diesel Otomotif “Solar (USD 0.469) USD 6.395)

Sumber: (PT Pertamina, 2016).

Tabel 2: Harga Bahan Bakar Non-Subsidi Indonesia
setelah 5 Januari 2016 (Rp per liter)

Mekanisme penetapan harga baru untuk bahan
bakar bersubsidi

Sejak pemerintah memperkenalkan mekanisme pene-
tapan harga baru sebagai bagian dari reformasi subsidi
bahan bakar pada awal 2015, banyak musyawarah telah
dilakukan terkait seberapa sering penyesuaian harga
harus dilakukan. Pada masa awal perubahan harga yang
sering terjadi, terutama saat terjadi penurunan harga,
pemerintah sempat memperpanjang interval waktu
antara setiap perubahan harga, lalu belakangan memu-
tuskan untuk tidak menerapkan penyesuaian ke harga
eceran konsumen seperti yang direncanakan. Hal ini
menyebabkan harga bensin bersubsidi (merk premium)
tetap stabil sejak tanggal 28 Maret hingga penyesuaian
harga yang baru-baru ini dilakukan. Harga Solar juga
sempat sekali mengalami penyesuaian ketika diturunk-
an sebesar Rp.200 pada 7 Oktober 2015, seiring dengan
dilakukannya sejumlah penyesuaian harga atas bahan
bakar non-subsidi. Ketika mengumumkan penyesuaian
harga terbaru, Menteri Sudirman Said juga menegas-
kan kembali kebijakan pemerintah yang akan mengkaji
kembali harga bahan bakar domestik setiap tiga bulan
sekali.

Tabel 3: Penyesuaian harga untuk bahan bakar
bersubsidi sejak November 2014 (Rp per liter)

6,500 5,500
8,500 7,500
18 November 2014 ’ !
Bensin RON 90 “Per- 8,250 7,900 (USD 0.595) (USD 0.525)
talite” (USD 0.577) (USD 0.553)
. 7,600 7,250
1 Januari 2015 ! !
Bensin RON 92 “Perta- uar (USD 0.532) (USD 0.507)
max” untuk Jakarta dan (US%7O5212) (US%600202)
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(USD 0.462) (USD 0.448)
Bensin RON 95 “Perta- 9,650 9,400
max Plus” untuk Jakarta (USD 0.602) (USD 0.658) 6.800 6400
1 Maret 2015 ! !
(USD 0.467) (USD 0.448)
Diesel Otomotif “Solar” 8,300 8,050
(non-subsidi) (USD 0.581) (USD 0.563) 7,300 6,900
28 Maret 2015 (USD 0.511) (USD 0.483)
Diesel Otomotif “Pertam-
. " 9,850 9,600
ina Dex” (non-Subsidi) ! ’ 7,300 6,700
untuk Jakarta (USD0689) [ (USD0672) 7 Oktober 2015 (USD 0.511) (USD 0.469)
LPG 12kg (Catatan: penu-
5,800 . 6,950 5,650
runan harga rata-rata 5 Januari 2016 ! .
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LPG 12kg untuk Wilayah Sumber: GSI 2015.
Jabodetabek (Catatan: 5,600
penurunan harga rata- (USD 0.392)
rata per silinder)

Sumber: (PT Pertamina, 2016).



Penurunan Tarif Listrik pada 2016

Pada 29 Desember 2015, PT PLN mengumumkan
serangkaian penurunan harga untuk kelas tarif non-
subsidi. Penurunan harga tersebut adalah bagian dari
penyesuaian harga bulanan rutin untuk listrik non-sub-
sidi, dan menurut keterangan PT PLN, perubahan harga
tersebut disebabkan jatuhnya harga minyak internasi-
onal dan menguatnya rupiah (PT PLN, 2015).

Pasar listrik Indonesia dibagi menjadi 12 kelas tarif non-
subsidi dan 2 kelas tarif subsidi. Kelas tarif non-subsidi
dibagi menjadi: Rumah Tangga ®, Bisnis (B), Industri (1),
Pemerintah, Layanan Publik dan Penerangan (P), dan
Tujuan Khusus (L).

Pemerintah masih menyediakan listrik bersubsidi bagi
dua kelas koneksi terendah, yaitu 450VA dan 900VA,

Tabel 4: Penyesuaian Tarif Listrik

1,509.38 1.409.16
RL 1,300VA (USD0.10) | (USD0.09)
1,509.38 1.409.16
RL 2,200VA (USD 0.10) (USD 0.09)
o 3,500VA- 1,509.38 1.409.16
5.500VA (USD 0.10) (USD 0.09)
1,509.38 1409.16
R3 Z6,600VA - )5p0.10) (USD 0.09)
6,600VA— 1,509.38
B2 200kVA (USD 0.10) NA
1,104.73 1,007.15
B3 >200kvA (USD 0.07) (USD 0.07)
1,104.73 1,007.15
3 > 200kVA (USD 0.07) (USD 0.07)
1,059.99 970.35
4 > 30,000kVA 1 )55 0.07) (USD 0.06)
6,600VA- 1,509.38
Pl 200KVA (USD 0.10) NA
1,104.73 1,007.15
P2 > 200kVA (USD 0.07) (USD 0.07)
1,509.38
P3 i (USD 0.10) NA
L/TR, TM, ] 1,644.82 A
T (USD 0.11)
Kelas Ber- 415 415
subsidi 450VA (USD0.02) | (USD0.02)
Kelas Ber- 605 605
subsidi J0OVA (USD 0.04) USD 0.04)

Sumber: (PT PLN, 2015), (Tempo, 2016), (Beritagar, 2016).

namun skema tersebut akan direformasi tahun ini. Re-
formasi subsidi listrik sebenarnya akan diterapkan pada
awal 2016, namun pada November 2015 pemerintah
mengumumkan keputusannya untuk menunda pelaksa-
naannya hingga Juli karena alasan teknis. Sebagaimana
dilaporkan oleh GSI pada November 2015, reformasi
subsidi listrik diharapkan dapat mengurangi secara
signifikan jumlah penerima subsidi dan dapat menarget
subsidi hanya untuk rumah tangga miskin dan rentan.
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